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MOTTO 

“Pekerjaan besar tidak di hasilkan dari kekuatan, melainkan oleh ketekunan”. 

(Samuel Johnson) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
“Samuel Jahnson”. Dalam http://motto-motifasi-katabijak-tokohdunia. Diakses 
tanggal 20 Agustus 2016 
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RINGKASAN 

 
 
Mekanisme Verifikasi dan Validasi Atas Transaksi Jual Beli oleh Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Leoni Indyra, 130903101026; 2016: 
62 halaman; Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 
 
 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada tanggal 01 Maret 2016 sampai 

dengan tanggal 31 Maret 2016 di Kantor Dinas Pendapatan Jember pada bidang 

Penetapan Verifikasi dan Validasi. Bertujuan untuk mengetahui prosedur-prosedur 

perpajakan seperti prosedur pembayaran, penelitian, dan perhitungan BPHTB atas 

jual beli yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Jember pada bidang Penetapan 

Verifikasi dan Validasi Kabupaten Jember yang mencakup syarat-syarat dokumen 

yang di perlukan dalam hal Verifikasi dan Validasi atas Jual Beli, dan mengetahui 

semua kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan Jember khususnya di bidang 

Penetapan Verifikasi dan Validasi. 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa 

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang 

pribadi atau badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, 

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia dibidang pertanahan dan bangunan. 

Jadi BPHTB adalah pajak  yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah  dan 

atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

  

Proses verifikasi dan validasi BPHTB yaitu suatu langkah yang dilakukan 

oleh Dipenda Kabupaten Jember untuk mengoreksi kelengkapan dokumen, 

mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NOP yang 
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tercantum dalam fotokopi SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya, mencocokkan NJOP bumi per 

meter persegi yang dicantumkan dalam  SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per 

meter persegi pada Basis Data PBB, mencocokkan NJOP bangunan per meter 

persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per 

meter persegi pada Basis Data PBB, meneliti kebenaran penghitungan BPHTB 

yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek pajak 

tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar; dan 

meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya 

pengurangan yang dihitung sendiri. 

 Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan setelah Wajib Pajak 

melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD-BPHTB 

melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat 

lain yang ditunjuk. Penelitian SSPD-BPHTB dilakukan oleh tim verifikasi, jika 

semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka akan 

dilakukan validasi. Setelah itu SSPD-BPHTB akan ditandatangani oleh Kepala 

Bidang Penetapan dan Verifikasi, yang kemudian akan diberikan kepada wajib 

pajak untuk SSPD-BPHTB lembar 1, 3 dan 5 dan sisanya di ambil oleh Dipenda 

sebagai arsip. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 2003/UN.25.1.2/SP/2016, Ilmu 

Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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1 
 

 BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ditetapkannya sistem pemerintahan desentralisasi atau lebih dikenal 

dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004  tentang 

pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang 

dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan daerah yang 

bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang  dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah perwujudan asas desentralisasi. 

Penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah 

secara professional, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya. Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis 

dan bertanggung jawab diperlukan pendapatan untuk membiayai pembiayaan 

rutin maupun yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Meningkatkanya 

pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelanyanan kepada masyarakat serta 

usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, maka diperlukan sumber-

sumber asli daerah. Sumber-sumber asli daerah atau sumber-sumber penerimaan 

pemerintah daerah tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, Serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dengan kebijakan 

otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk 

mengelola dan mengatur daerah masing-masing, maka pemerintah daerah harus 

dapat mengenali potensi dan menganalisis sumber daya yang dimilikinya untuk
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dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berasal dari 

pajak daerah.  

 Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Daerahadalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kewenangan yang diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah oleh Pemerintahan 

Daerah yaitu untuk memungut segala bentuk pajak daerah. 

Kabupaten Jember sendiri merupakan daerah yang mulai berkembang dan 

mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan dengan baik 

sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Penerimaan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Jember mengalami peningkatan tiap tahunnya terutama 

penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah. Menurut Peraturan Daerah 

Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember sendiri menangani pajak daerah yang meliputi, Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak 

Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air 

Permukaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), dan 

lain-lain. Dinas Pendapatan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak 

dan retribusi daerah, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

perencaaan, pengkajian teknis tentang panggilan dan pengembangan pendapatan 

serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang 

diberikan oleh Bupati. 

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2011 yang 

dimaksud Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Di Kabupaten 

Jember, perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dimaksudkan adalah jual-

beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau 

badan hukun lain,  pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan 
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pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan 

hadiah. berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah 

yang berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

Tabel 1.1 Target & Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Yang berasal dari Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Jember Tahun 2013 s/d 
Tahun 2015 

Tahun Target PAK Realisasi Penerimaan % 

2013 11.500.000.000,00 14.564.735.335,25 126,65 

2014 17.000.000.000,00 17.765.669.968,50 104,50 

2015 6.500.000.000,00 2.540.918.191,00 39,09 

 12.000.000.000,00 17.724.647.937.00 147,71 

Jumlah 18.500.000.000,00 20.265.566.128,00 109,54 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tiap tahunnya target 

penerimaan pendapatan daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

terus mengalami peningkatan. Sejalan dengan adanya kenaikan target, realisasi 

penerimaan pendapatan daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

juga selalu melebihi target yang sudah ditentukan. Banyak faktor yang menjadi 

penyebab mengapa realisasi pernerimaan pendapatan daerah dari Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan selalu memenuhi target, salah satunya adalah 

masyarakat yang rata-rata sudah mengetahui bagaimana prosedur dalam 

melaksanakan kewajibannya saat mereka memperoleh hak atas tanah dan/atau 

bangunan. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bertugas untuk 

mengkoreksi ulang (memvalidasi) berkas-berkas  wajib pajak dan  menetapkan 

besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak BPHTB. Berdasarkan uraian 

diatas, penulis tertarik dengan pembahasan pajak daerah tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember, tempat penulis melakukan Praktek Kerja Nyata dan di 

tempatkan pada Bidang Penetapan dan Verifikasi. Sehingga penulis memutuskan 

untuk mengambil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai tema 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


4 
 

 
 

laporan tugas akhir dengan judul “Mekanisme Validasi dan Verifikasi Atas 

Transaksi Jual Beli Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ruang lingkup dalam proses penulisan Laporan difokuskan pada pokok 

bahasan yaitu “Bagaimana Mekanisme Verifikasi dan Validasi atas Transaksi Jual 

Beli Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk:  

a. mengetahui dan memahami secara langsung Pelaksanaan Verifikasi dan 

Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Atas Jual Beli Pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; 

b. memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan perpajakan 

khususnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan Atas Jual Beli Pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Menambah pengetahuan  yang lebih jelas mengenai sistem dan 

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan Atas Jual Beli Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember; 

b. Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan Ilmu yang diberikan pada 

saat kuliah. Khususnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 
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c. Menambah wawasan, pengalaman kerja dan meningkatan keterampilan 

serta kemampuan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Verifikasi dan 

Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Atas Jual Beli Pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Mekanisme, Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli 

2.1.1  Pengertian Mekanisme 

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan dilaksanakan 

oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta 

adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas. 

Menurut wikipedia bahasa indonesia mekanisme adalah pandangan bahwa 

interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan 

atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi 

sesuai dengan tujuan. 

 

2.1.2 Pengertian Verifikasi dan Validasi 

 Verifikasi memastikan bahwa data dan dokumen perubahan yang di 

laporkan adalah benar, sesuai dapat diandalkan, serta didukung oleh sistem 

manajemen yang efektif. Jika pelaksanan sudah dilaksanakan dan persetujuan 

teknis sudah diberikan, maka dibuatlah pernyataan verifikasi. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data 

pernyataan dalam sejarah berdasarkan barang bukti testimoni.  

Validasi, memastikan data dan dokumentasi yang telah di verifikasi. 

Layanan validasi memastikan bahwa data yang diajukan telah layak dan sesuai 

dengan kriteria yang diajukan. 
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2.1.3  Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan atas Transaksi Jual Beli 

Setelah memahami definisi dari Pelaksanaan, verifikasi dan validasi dapat 

disimpulkan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan atas dasar Jual Beli adalah langkah untuk di verifikasi guna 

memastikan bahwa data dan dokumen perubahan yang di laporkan adalah benar, 

sesuai dapat diandalkan, serta didukung oleh sistem manajemen yang efektif. Jika 

pelaksanaansudah dilaksanakan dan persetujuan teknis sudah diberikan maka 

dilanjutkan dengan validasi, memastikan data dan dokumentasi yang telah di 

verifikasi. Layanan validasi memastikan bahwa data yang diajukan telah layak 

dan sesuai dengan kriteria yang diajukansetelah itu berkas yang akan di ambil di 

beri nomor urut validasi guna mempermudah. 

 

2.2 Dasar-Dasar Perpajakan 

2.2.1  Definisi Pajak  

a. Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdiaan peran aktif 

warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai 

berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang 

pelaksanaannya diatur dalam UU dan peraturan-peraturan untuk tujuan 

kesejahteraan dan negara. (Judisseno, 1997:5) 

b. Pajak adalah pembayaran iuaran oleh rakyat kepada pemerintah yang 

dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat 

ditunjukkan (Suparmoko, 1986) 

c. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umun berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan 

pemerintahan. (Andriani yang telah ditejemahkan oleh Brotodiharjo. 

“Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, 1991:2) 
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d. Pajak adalah iuran kepada kas negara bedasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) denga tidak mendapatkan jasa timbal 

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro. “Dasar-dasar Hukum 

Pajak dan Pajak Pendapatan”, 1990:5) 

e. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang 

oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditujukan dan gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. 

(Brotodiharjo, 2002:4) 

f. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada 

kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 

langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (Munawir, 

1995:halaman 3) 

 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebgai sumber keuangan negara. 

Namun menurut (Tjahjono dan Husein, (2000. (AF)) fungsi pajak yaitu sebagai 

berikut. 

a. Sumber Keuangan Negara (Budgetair)  

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk 

memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi 

sumber keuangan negara berfungsi untuk memasukkan uang ke dalam kas 

negara atau kata lain fungsi pajak sebagai sebagai sumber penerimaan 

negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin 

maupun pengeluaran pembangunan, karena negara bisa di artikan seperti 
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hanya dalam rumah tangga yang memerlukan suatu sumber-sumber 

penerimaan keuangan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan 

kelanjutan hidupnya contoh sumber keuangan dalam rumah tangga yaitu 

adalah berupa gaji/upah atau laba dari suatu usahanya. Tapi sedangkan 

bagi suatu negara, sumberkeuangan yang utama berasal dari pajak dan 

retribusi. 

b. Fungsi Mengatur atau Non Budgetair (Fungsi Regularend) 

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk 

kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah 

untuk turut ikut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu, 

mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi 

transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang mak 

tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal 

harganya. Pengenaan pajak yang dimaksudkan agar rakyat tidak 

berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (menurangi gaya 

hidup mewah); 

2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar 

pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 

(membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan 

pendapatan; 

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong untuk mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga 

dapat memperbesar devisa negara; 

4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 

tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-

lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri 

tersebut karena dapat menggangu lingkungan atau polusi 

(membahayakan kesehatan); 
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5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasi usah koperasi 

dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi Indonesia; 

6) Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk investor asing agar 

dapat menanamkan modalnya di Indonesia. 

 

2.2.3 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo, (1999:6) pajak di bagi berdasarkan golongannya, 

sifat, dan pemungutan, adalah sebagai berikut. 

a. Menurut golongannya  

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak bisa dilimpahkan kepada orang 

lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajaknya yang 

bersangkutan. 

Contoh : Pajak Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada 

orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memerhatikan keadaan dari wajib pajak.  

Contoh: pajak penghasilan 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak.  

Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah. 

c. Menurut lembaga pemungutannya  

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh:  Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak  

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, 

dan Bea Materai 
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2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiaya rumah tangga daerah. 

Pajak daerah terdiri atas: 

a) Pajak Daerah Tk. I (propinsi) 

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. 

b) Pajak Daerah Tk. II (kota madya/kabupaten)  

Contoh: Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, dan 

Pajak Bangsa Asing. 

 

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem Pemungutan Pajak dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 

a. Official Assessment system, Sistem ini merupakan sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang.  

Ciri Official assesment system adalah sebagai berikut. 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus. 

2) Wajib pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

b. Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk membentuk sendiri 

besarnya pajak yang terutang.  

Ciri Self Assessment System adalah sebagai berikut : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri; 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak terutangnya; 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang 
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bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib 

Pajak. 

Ciri With Holding System adalh sebagai berikut : 

1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga; 

2) Pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.2.5 Tarif Pajak 

Tarif  Pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak 

yang harus dibayar). Dari pengertian di atas, perhitungan pajak terutang 

menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan. 

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat 

dinyatakan dalam prosentase. Menurut Mardiasmo (2011:9) dalam bukunya, tarif 

pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu: 

a. Tarif sebanding/proposional 

Tarif  berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang di 

kenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap 

besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh:  untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean 

akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

b. Tarif tetap  

Tarif  berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh :  Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan 

nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000.000,00 

c. Tarif progresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

Contoh:  Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri. 
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d. Tarif degresif 

Persentase tarif  yang di gunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

 

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak  

(Mardiasmo, 1999;7) Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 

stelsel: 

a. Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel 

ini adlah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak baru dapat dikenakan pada  akhir periode (setelah 

penghasilan riil diketahui) 

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang di atur 

olehundang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kebaikan stelsel ini adalah Pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, 

tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah 

pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

c. Stelsel campuran  

Merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal 

tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, namun pada 

akhir tahun besarnya pajak di sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.  

 

2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang-

Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daeran dan Pajak Retribusi dan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14 
 

 
 

perubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak 

daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

2.3.2 Jenis Pajak Daerah dan Objek Pajak  

  Pajak daerah di bagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

a. Pajak provinsi, terdiri dari: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor;  

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok. 

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonomi, seperti Daerah Khusus ibu kota 

Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk 

Daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. 
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2.3.3 Pengertian Retribusi Daerah  

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009). 

 

2.4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

2.4.1   Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa: 

a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan; 

b. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan; 

c. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan. 

Jadi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak 

yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan 

atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau 

bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

 

2.4.2 Saat Berlakunya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

Dan Bangunan (BPHTB) sepenuhnya dialihkan ke kabupaten/kota mulai tanggal 

1 Januari 2011, sehingga Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang BPHTB 

stdd Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 (UU BPHTB) tetap berlaku paling 

lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (PDRD). 
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2.4.3 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)   

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

b. Peraturan Daerah Kabupaten JemberNomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah; 

c. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pemungutan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan. 

 

2.4.4 Wajib, Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 

a. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009  yang menjadi Wajib 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi 

atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

b. Subjek Pajak Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Subjek Pajak Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang 

pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. 

c. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan atas tanah dan 

bangunan meliputi sebagai berikut : 

1) Pemindahan hak karena : 

a) Jual beli; 

b) Tukar menukar; 

c) Hibah; 

d) Hibah wasiat; 

e) Waris; 

f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hokum lain; 

g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

h) Penunjukan pembeli dalam lelang;  
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i) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

j) Penggabungan usaha; 

k) Peleburan usaha; 

l) Pemekaran usaha; atau 

m) Hadiah. 

2) Pemberian hak baru, karena: 

a) Kelanjutan pelepasan hak; atau 

b) Di luar pelepasan hak. 

 Pada BPHTB tidak semua perolehan hak atas tanah dan bangunan 

dikenakan pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak 

yang diperoleh oleh orang atau badan tertentu, sebagaimana di bawah ini:  

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 

balik; 

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan 

pembangunan gunakepentingan umum; 

c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 

peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan 

organisasi tersebut; 

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan 

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;  

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan  

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

 

2.4.5  Tarif  Pajak dan Cara Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

Tarif Pajak BPTHB ditetapkan paling tinggi sebesar lima persen dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota 

untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-
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masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah/kabupaten diberi 

kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda 

dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari lima persen. 

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal 82 

tarif pajak yang dikenakan atas objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan adalah 5% (lima persen).  Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan 

dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 

Pajak dengan formulasi sebagai berikut: 

BPHTB : 5% x (NPOP-NPOPTKP) 

Keterangan: 

a. Dasar Pengenaan atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan BangunanDasar pengenaan BPHTB adalah Nilai 

Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang diatur pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal81, yaitu: 

1) Jual beli adalah harga transaksi; 

2) Tukar-menukar adalah nilai pasar; 

3) Hibah adalah nilai pasar; 

4) Hibah wasiat adalah nilai pasar; 

5) Waris adalah nilai pasar; 

6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai 

pasar; 

7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 

8) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; 

9) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah nilai pasar; 

10) Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai 

pasar; 

11) Penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

12) Peleburan usaha adalah nilai pasar; 
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13) Pemekaran usaha adalah nilai pasar; 

14) Hadiah adalah nilai pasar; 

15) Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 

tercantum dalam risalah lelang. 

Dalam hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar 

pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB.   

b. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

NPOPTKP adalah suatu besaran tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan 

pajak. Apabila NPOP yang menjadi menjadi dasar pengenaan pajak suatu objek 

BPTHB kurang dari NPOPTKP yang ditetapkan maka atas objek pajak tersebut 

tidak ada BPHTB yang harus dibayar atau tidak terhutang BPHTB. Semntara 

apabila NPOP besarnya lebih dari NPOPTKP yang ditetapkan maka besarnya 

pajak terhutang dihitung  dari selisih antara NPOP dan NPOPTKP (Marihot 

Pahala Siahaan, 2010:591). 

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) diberikan 

untuk setiap perolehan hak sebagai pengurang penghitungan BPHTB terutang. 

1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah ditetapkan 

sebesar Rp 60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak (PERDA No. 3 tahun 

2011); 

2) Dalam hal perolehan hak karena warisatau hibah wasiat yang diterima oleh 

orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan 

pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar 

Rp300.000.000,00 (PERDA No. 3 tahun 2011); 

3) Jika Nilai Perolehan Pajak Kurang dari Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak (NPOPTKP), maka Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak 

adalah nihil. 
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2.4.6 Saat Pajak Terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal 84 

mengatur tentang saat terutang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan dengan ditetapkan untuk: 

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

b. Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan 

haknya ke Kantor Pertanahan; 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak 

tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat 

dan ditandatanganinya akta; 

h. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal 

ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau 

kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang. 

i. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap; 

j. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan 

pemberian hak; 

k. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal 

ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 

l. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya 

akta; 

m. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta; 

n. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta; 
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o. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak 

dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI 

3.1 Latar Belakang Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

3.1.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah 

pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada 

dibawah naungan sekretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. 

Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat 

itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa 

dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-

kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan 

Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, 

kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan 

kekuatan menampung karyawan sebanyak kurang lebih 300 orang. 

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam 

Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) 

yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah 

Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam 

melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada 

Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris 

Daerah. 
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3.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember 

a. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

1) Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana 

Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah. 

2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

dalan melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

3) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis 

administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah. 

b. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah 

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah 

kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dan menyelenggarakan pemungutan 

Pendapatan Asli Daerah, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, 

evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan 

tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

c. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Dalam menyelengggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember mempunyai fungsi, diantaranya. 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; 

2) Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah; 

3) Pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah; 

4) Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

5) Penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan pemungutan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD); 
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6) Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 

7) Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah; 

8) Evaluasi, monitoring, dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD);dan 

9) Pemberian dukungan teknis dan administrasi dibidang Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

 

3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Visi adalah pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin 

digapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh kedepan. 

Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 

5 tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan 

diwujudkan. 

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah “Menjadikan Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember Sebagai Organisasi Yang Efisien Dan Efektif Dalam Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Dengan Dukungan Aktif Masyarakat”. 

 

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka 

ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember, yaitu: 

a. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah; 

b. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib; 

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan 

daerah;dan 

d. Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan yang meliputi peraturan 

daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya. 
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3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, antara lain: 

a. Melaksanakan sosisalisasi tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik secara 

langsung maupun tidak langsung; 

b. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan  

Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

c. Melaksanakan pemutakhiran database Objek/SubjekPajak Daerah; 

d. Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah; 

e. Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah; 

f. Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah/Retribusi Daerah; 

g. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah; 

h. Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan/bimbingan teknis 

tentang Pajak Daerah; 

i. Pelaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah 

secara online; 

j. Pelaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat 

(polling);dan 

k. Melaksanakan penyusunan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan 

Daerah/Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

 

3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional 

untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan 

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana 

hubunganaktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus 

menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Terdapat empat 

elemen dalam struktur organisasi, yaitu: 
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a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja; 

b. Adanya standarisasi kegiatan kerja; 

c. Adanya koordinasi kegiatan kerja;dan 

d. Besaran seluruh organisasi. 

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah 

(DIPENDA) Kebupaten Jember, berikut adalah gambar dari struktur organisasi Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016 
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3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember 

3.4.1 Kepala Dinas 

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. 

 

3.4.2 Sekretariat 

Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Perencanaan dan  Program; dan 

c. Sub Bagian Keuangan. 

1) Tugas Sekretariat 

Bertugas untuk melaksanakan koordinasi surat menyurat, kepegawaian, 

keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, pengelolaan benda 

berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan, 

dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lainyang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 

2) Fungsi Sekretariat, antara lain: 

a) Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-

bidang; 

b) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan 

pertanggung jawaban keuangan; 

c) Melaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 

d) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji 

pegawai, dan inventarisasi; 

e) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat 

menyurat dan kearsipan; 

f) Menyiapkan data informasi, keputusan, dan hubungan masyarakat; 
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g) Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas 

dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan; 

h) Mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga;dan 

i) Pelaporan realisasi. 

 

3.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. Bertugas untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan 

pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian, 

serta tugas lain yang diberikan oleh sekertaris. 

b. Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan 

urusan rumah tangga dan protokol; 

2) Penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga; 

3) Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran 

barang inventaris dan benda berharga lainnya; 

4) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap barang 

inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi 

dan kode barang; 

5) Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi 

barang inventaris dan benda berharga lainnya; 

6) Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan 

inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas; 

7) Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran, dan persediaan barang 

secara periodik serta menyusun perhitungan / pertanggung jawaban 

pengurusan  barang; 

8) Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data 

kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan 

pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji 

berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas;dan 
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9) Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan 

disiplin, kesejahteraan, dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas. 

 

3.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Program 

a. Bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, 

anggaran, laporan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

b. Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Program: 

1) Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, 

34 baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung; 

2) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas 

Pendapatan; 

3) Perencanaan terhadap pendapatan daerah; 

4) Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Bukan Pajak; 

5) Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya; 

6) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas; 

7) Analisa, evaluasi, dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan 

sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 

3.4.5 Sub Bagian Keuangan 

a. Bertugas untuk melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang 

diberikan oleh sekretaris. 

b. Fungsi Sub Bagian Keuangan: 

1) Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja 

tidak langsung; 

2) Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja Dinas; 
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3) Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; 

4) Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai; 

5) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi 

serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas; 

6) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;dan 

7) Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP). 

 

3.4.6 Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1) 

a. Bertugas untuk melaksanakan  pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek 

Pajak Daerah/Retribusi Daerah, pengolahan data  serta penyajian informasi 

Pajak Daerah/Retribusi Daerah serta pelayanan penyuluhan tentang Pajak 

Daerah/Retribusi Daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 

b. Fungsi BidangPendataan dan Penyuluhan (Bidang 1): 

1) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran 

Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah, dan Obyek Pajak Daerah/Retribusi 

Daerah; 

2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber 

pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang 

sah; 

3) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Retribusi 

Daerah, dan Objek Pajak Daerah; 

4) Pembuatan daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah; 

5) Pelaksanaan pengolahan data dan informasi Perpajakan dan Retribusi 

Daerah; 

6) Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi tentang 

Pajak Daerah/Retribusi Daerah kepada masyarakat. 
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3.4.7 Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2) 

a. Bertugas untuk melaksanakan perhitungan, penilaian, dan penetapan Pajak 

Daerah/Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan  atau 

lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  dan tugas 

lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

b. Fungsi Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2): 

1) Pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah/Retribusi Daerah 

dan Obyek Pajak Daerah; 

2) Pelaksanaan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

3) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

4) Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

5) Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

3.4.8 Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3) 

a. Bertugas untuk melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan 

penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

b. Fungsi Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3): 

1) Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB); 

2) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;dan 

3) Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 
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3.4.9 Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4) 

a. Bertugas untuk melaksanakanurusan dibidang pembukuan dan pengendalian 

operasional,yang meliputi pembinaan teknis pemungutan, pelaksanaan 

pembukuan, dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dan  Lain-lain Pendapatan 

Daerahyang sah serta benda berharga, dan melaksanakan  tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Dinas. 

b. Fungsi Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4): 

1) Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya; 

2) Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara 

berkala; 

3) Pelaksanaan pembinaan teknis operasional Unit Kerja di daerah yang 

melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

4) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka 

monitoring dan evaluasi pendapatan daerah; 

5) Pelaksanaan koordinasi pencairan/pelimpahan Bagi Hasil Pajak/Bukan 

Pajak; dan 

6) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka 

pengendalian dan penertiban obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

3.4.10   Bidang Operasional  

Bidang opersional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional 

penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang 

diberikan oleh kepala dinas.Adapun fungsi bidang ini, meliputi: 

a. Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan 

PBB pedesaan perkotaan; 

b. Pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak dari 

pemerintah propinsi maupun pusat; 
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c. Menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan 

pelaksanakan penagihan serta pemungutan; 

d. Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan 

Retribusi serta PBB pedesaan perkotaan;dan 

e. Inventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan. 

 

3.4.11 Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, setiap kelompok 

dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk 

jumlah jabatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan untuk 

jenis serta jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

3.4.12 Unit Pelaksana Teknis 

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas 

dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 

kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan 

kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh 

kepala dinas. Adapun fungsi UPT meliputi: 

a. Menyiapkan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas 

pendapatan; 

b. Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas pendapatan; 

Pengelolaan, pelaksanaan, pengadaan, pengumpulan, pengelohan, 

penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana;dan 

c. Penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi ke kas daerah melalui 

bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah. 
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UPT dinas pendapatan terdiri: 

a) UPT Jember Timur; 

b) UPT Jember Barat; 

c) UPT Jember Tengah; 

d) UPT Jember Selatan; 

e) UPT Wisata Pantai Watu Ulo; 

f) UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung; 

g) UPT Hotel dan Pemandian Rembangan; 

h) UPT Sarana Prasarana Olahraga dan Balai Serba Guna;dan 

i) UPT Pemandian Patemon. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil praktek kerja nyata, Mekanisme Verifikasi dan Validasi 

atas Transaksi Jual Beli oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa.  

1) Tim verifikasi memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD-

BPHTB dan dokumen-dokumen pendukung SSPD-BPHTB berdasarkan 

data objek pajak dari fungsi pelayanan. Setelah diverifikasi, tim verifikasi 

menerbitkan berkas; 

2) Laporan Hasil Penelitian Administrasi SSPD-BPHTB. Dalam kondisi 

tertentu, tim verifikasi dari Dipenda berhak melakukan penelitian lapangan 

untuk mengecek kebenaran data secara riil yang sesuai WP berikan yang 

ditandai dengan surat tugas untuk verifikasi lapangan. Setelah diverifikasi 

lapangan, tim verifikasi menerbitkan berkas Laporan Hasil Penelitian 

Lapangan SSPD-BPHTB untuk pelaporannya. jika berkas dalam proses 

verifikasi bermasalah maka proses verifikasi dihentikan dan menunggu 

WP datang untuk dijelaskan bahwa berkas tersebut bermasalah dan akan 

dilakukan pembetulan data. 

3) Tim verifikasi menyerahkan berkas SSPD-BPHTB dan dokumen-

dokumen lainnya kepada kasie verifikasi untuk dilaporkan dan selanjutnya 

diberikan kepada Bapak Alief untuk divalidasi. Guna validasi disini yaitu 

untuk menyaring kembali data-data yang telah diverifikasi jikala ada 

kelalaian yang tak telihat oleh tim verifikasi. Setelah data berkas SSPD-

BPHTB dinyatakan valid, maka Bapak Alief (validasi) meng-entry data 

dan memberikan nomor validasi serta menerbitkan Kertas Kerja 

Pengesahan Penelitian.   
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5.2 Saran  

Berdasarkan pengamatan penulis saat melakukan kegiatan Praktek Kerja 

Nyata di Dinas Pendapatan KabupatenJember,penulis memberikan saran kepada 

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember untuk meningkatkan pelayanan di Dinas 

Pendapatan Kabupaten Jember. Saran yang akan disampaikan oleh Penulis adalah 

jangka waktu penyelesaian SSPD-BPHTB harusnya terselesaikan dalam jangka 

waktu 3 hari, setelah wajib pajak melakukan pengajuan berkas namun karena proses 

verifikasi dan validasi yang belum terselesaikan, maka proses penyelesaian memakan 

waktu lebih dari 3 hari. Berdasarkan hal tersebut maka penulis memberikan saran 

adanya pengaturan jadwal verifikasi lapangan, sehingga pada proses verifikasi 

berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Diharapkan nantinya proses verifikasi dan 

validasi dapat diselesaikan tepat waktu.  
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Lampiran A. Surat Permohonan Magang di Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Jember 
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Lampiran B. Surat Balasan dari DinasPendapatan Daerah Kabupaten Jember 
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Lampiran C. Surat Tugas Mahasiswa 
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Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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